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1. PENDAHULUAN

e i kehadirn konglomerat dalam sistem perekonomian Indonesia tejy,
merupakan realitas yang tidak terhindari.'! Sebagai realitas, eksistensi konglomerat tidak
hanya terkait dengan bidang kehidupan ekonomi saja, tetapi juga berkorelasi dengan pelbagyi
realitas sosial, politik, dan budaya.? Dengan perkataan lain, realitas konglomerat bersifat
kompleks, dan karena itu, pada gilirannya, melahirkan tanggapan-tanggapan yang beraneks
ragam pula, yang tidak jarang, saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya!

Staf Pengajar Fakltas Hukum Universitas Andalas, Padang. Saat ini penulis sedang mengikuti program
doktor pada Universitas Indonesia, Jakarta,

Kwik Kian Gie, "Sekali Lagi Apa Itu Kohglomerat" Kontpas, 22 November 1989, mengartikan konglomerat
sebagai kumpulan profit content yang dimiliki oleh satu orang atau satu perkongsian dari sekelompok
kecil crang. Christianto Wibisono, *Aspek Hukum Konglornerat dalam Sistem Ekonomi Indonesia: Analisis
Empiris dan Historis,” Makalah, dibawakan dalam Diskusi Panel Dies Natalis XXVIII Universitas
T.arumanagara, Jakarta, 20 Februari 1990, mengartikan konglomerat sebagai ... grup bisnis yang merajalela
di scgal? bidang usaha dan menghasilkan pelbagai barang dan jasa melalui peibagai anak perusshaan
yang saling berkaitan kepemilikan dan managementnya.” Jelas bahwa kedua definisi ini mengkonotasikaa
konglomcfat dengan gcjala monopoli atau oligopoli. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, The Social
Construction of Reality, Norwich' Fletcher & Son Ltd., 1984, him. 13, mengartikan reality sebagai it

qualny appertaining (o phenomena that we recognize as having independent of our own volition (we “can
not wish them away”).”

Pandangan berciri L
3 & I'persontan ini lazim digunakan dalam pendekatan bertipe struktural.

Eﬁ:l{;‘:ﬂ':ulﬂ D::(l;;:a,m;nunjlfkknn btlhfﬂa'muyoritas tanggapan-tanggapan dimaksud dida.sarkafl atas.
di sana sini ada Y[:lng m:l.le uo:torpi: (!JI'OCIUkSl, distribusi, konsumsi, manajemen, organisas, dmf sebagmnyz)r;
secara khusus sanga sedifit‘:d-s-l aitannya dengan realitas-realitas asas budaya dan politik tainny mmrlbut
lebity condong menila; ajian )*zujg menyorotinya dari sudut hukum, kalaupun ada maka telah 1erse?
lainya dengan standar-standar “ius constituendum” ketimbang stan dr-standar “i%5
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l. DUA SIS| KONGLOMERAT

Penilaian sepihak terurai di atas jelas tidak memadai dan tidak adil. Sesungguhnya
eksistensi konglomerat dalam sistem perekonomian Indonesia, walaupun mempunyai
potensi dan menunj ukkan gejala, tetapi tidak mesti bersifat negatif dan berdampak destruktif

constitutum”.

Corak struktur (hirarki) hukum Kelsenian ini secara sesuai dianut olch sistem hukum Tndonesia.
Bandingkan dengan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

Bandingkan Christianto Wibisono, Op. Cit., hlm. 2-8 yang membagi konglomerat di USA atas empat
kategori berdasarkan sejarah tipe merger, yaitu: merger oligopolistis, merger konglomerasi, dan
merger leverage buy-out (LBO); dari empat kategori konglomerat Indonesia berdasarkan asal usul
dan kiat usahanya sebagai berikut: (2) konglomerat mantan pejabat dan keluarga pejabat yang berhasil
mengakumulasi kekayaan dan unit bisnis raksasa dan kemudian terjun ke bisnis yang mengandalkan
pasaran bebas atau bahkan berpatungan dengan swasta nasinal; (b) konglomerat mantan swasta
fasilitas, yaitu swasta yang lahir dengan mengandalkan fasilitas lisensi yang prlotf:_klif dan.monopi‘)hstlk
yang kemudian mengadakan diversifikasi, integrasi dan membentuk grup bisnis yang juga tc.rjun ke
pasaran bebas serta telah membaur dengan konglomerat mantan pejabat mapun swasta mufnt dalam
pelbagai patungan,; (¢) konglomerat murni yang lahir dari pasaran bebas..., dfm kemudian mengadfal;zu:
diversifikasi serta berpatungan dengan dua konglomerat lain (mactan pejabat dan f;a"m“.f‘t’ﬁn?s
swasta fasilitas); (d) konglomerat keempat adalah BUMN perlkut anak perl'lsahaﬂﬂ %"UUQIN o
yang dibentuk oleh BUMN dan yayasan-yayasan dana pensiin BUMN atau l“’,"ﬁ:"mln dak jeia;'
yayasan-yayasan milik pejabat dan departemen ata lembaga neg.ara.}p‘e‘“egzn‘kny; qiasi-swasta.
statusnya apakah negara atau swasta, yang disebut quasi-BUMN, bisi JUga se ye

e al- ; ara khusus,
Masalah sosial dimaksud melampaut ruang lingkup karena iu tidak akan ditelanh secar
walau mungkin di sana sini disinggung di mana perlu.
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mcnye:mk;mr 4 situ tidak mungkin ada dominasi negara dalam bidang ekonom;: g; sity
tumbuh subul,

iy ]
kemungkinan besar demokrasi politik tumbuh subur.

Dilihat dari sisi yang berkonotasi pe.SiIT.liitik, kong'lomerat yang E,ldak terkontro|
berpotensi (dan menunjukkan gejala) menjfidl negalra di dfll_am negara” di mana tigay
hanya pada kegiatan perekonomian yang ldn-no?oPoh, tetapl juga (secara lang.sung atay
tidak langsung) dapat menjadi pendikte nilai-nilai (budaya) apa yang harus (-ilanut atay
harus ditolak,’ norma-norma (pribadi dan relasional) yang mana yang hz_arus dipatuhi dan
yang mana yang harus diubah," kepentir_lgan-kepcntingan (apa atau siapa) yang mesti
dinomorsatukan atau sebaliknya dieleminasi;'" tujuan-tujuan politik apa yang ditentukan

Konglomerat, secara langs

Seperti tampak pada negara-negara komunis, di mana kegiatan-kegiatan perekonomian
disentralisasikan dan dimonopoli serta kekayaan nasional sepenuhnya dikuasai oleh negara.

Sebagaimana diulas kemudian, konglomerat mensyaratkan demokrasi politik sebagai lahan penjamin
kesuburannya.

Nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap benar, baik,

indah, dan berguna - dan karena jtu harus dianut - dan tentang apa yang dianggap salah, buruk, jelet
dan mubazir - dan karena jtu harus ditolak.

Norma-norma merupakan pedoman-pedorman berprilaku/berinteraksi yang bersifat memaks2 Sunbét
nqrma.dan kekuatan pemaksanya biasanya berada pada pihak yang sama. Moral sebagai norma
pribadi, misalnya berasal dari diri pribadi dan penaatan atau pembangkangannya juga dikontrol oleh
kemampuan dun kemauan pribadi yang bersangkutan. Hukum sebagai norma relasional (antarse

- manusia}, misalnya, bersumber dari + oq perasal dail
' m 2 ugad
masyarakat dimaksuy, asyarakat dan kekuatan pemaksanya Jug

sama

Kepenti . . jjadi
epentingan dapat bersifat personal atay kolektif, Label kepentingan kolektif biasany? dijadik”
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maupun akibat destruktf, namun eksistensi konglomerat dalam sisten b

Indonesia tidak begitu jelas. Kekaburan tersebut antara lain ditandai de uk”m'ekom)mi
|orangnya peraturan-peraturan hukum (sebagai konkretisasi Pasal 33 Und an“-gén dtldi]k ada/
1945) yang di satu pihak mewujudkan politik hukum sesuai - yaity yanggme: ar:g Dasar
bentuk hukum tertulis, demi menjamin kepastian hukum dan bertujuan kcadilaniud::;:: z

secar eksplist mengayomi kompleksitas kepentingan yang terkait dengan kehadiran d
kegitan konglomerat tersebut.'® -

Lazimnya, konglomerat terdiri dari pelbagai perusahaan berbentuk perseroan terbatas
perseroan komanditer, firma, dan scbagainya, yang status dan kegiatannya diatur dalam

alasan bagi prioritas pemenuhannya.

Tujuan-tujuan politik senantiasa terkait dengan kekuasaan, yang terdiri dari penolakan, pelaksanaan,
pengukuhan, pertahanan, dan perluasan kekuasaan.

B Jikadihubungkan dengan hukum, maka ada kiat yang dilarang, ada yang tidak dilarang oleh hukum.

*  Bandingkan dengan pandangan Sritua Arief, ‘Pembangunan yang Bertanggung Jawab,” Detik, No.
99 Tahunke-27, 5-11 Januari 1994, blm. 24, yang menganalisis akibat-akibat negatif yang ditimbulkan
oleh konglomerasi kekuasaan ekonomi di [ndonesia, yang dinilainya bertentangan deagan proses
pembangunan yang bertanggung jawab.
Tentang makna politik hukum, lihat Sudarto, Hukum dan Perkembangan Masyarakat, Bandung:
Alumni, 1981, hlm. 893 “Kebijaksanaan dari negara dengan pcram.taraan bal(’ﬂll-t?ad:n ytz:_ng
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang dlpel'k‘ll"ﬁ‘ an | z:S:
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam r}lasyarakat dfm untuk mo.::}(,;iaﬁmga
yang dicita-citakan.” Tentang lingkup politik hukum dapat ditunjukkan pada sl;t{;;taél;:g O
nilai, asas dan isi undang-undang), pada bentuknya (tertulis: undgng-undapg.j ka:ta' SN
baru). Lihat Soediman Karlohadiprodjo, Pengantar Tata Hidum di !ndanesci. a ot
Ghalia, 1979, him, 37-40, dan Ismail Saleh, “Wawasan Pcmbangunﬂ;:lu :::1 o d;m oo
I Juni 1989. Singkatnya, pofitik hukum berdwiaspek: lujuan dan cara. Kepas

merupakan tujuan kembar hukum. ) ' an mencakup aspek-
“Pengayoman” merupakan fungs hukum resmi di Indonesia- M:'lki::i\ Eﬁ::ﬁi‘l):“; e gt ocia
aspek kontro! atau proteksi. Secara de facto fungsi Yang resmi
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[11. BEBERAPA PERTIMBANGA

aian sebelumnya dapatlah diperkirakan bahwa sikap pemerintaj,
Bcrdasafka“)Pad';;lit lebih mengacu pada pertimbangan-pertimbangan sisi konstrukgis
' ters
{executive pOWET

sedl y

a, anggapan bahwa hukum lehih merupakan faktor penghambat ketlmbang
e dorong kemajuan.” Kedua, karena kurangnya kepercayaan dap
: o :

sebagal fakior pen jadi alat yang ampuh tidak hanya untuk mengontrol,
pengalaman bahwa hukum dapat menjadi alat'y g' dak ha |
tetapi juga untuk merekayasa situasi sosial ekonomi yang dicita-citakan (masyarakat adi|
dan makmur). Ketiga, kurang kritisnya masyarakat (c.q. para wakil mereka di parlemen),
sehingga kurang menuntut perwujudan supremasi hukum dalam bidang ekonomi; atay
mungkin juga karena masyarakat bersikap skeptis akibat pengalaman bahwa hukum lebih
sering digunakan dari/pemenuhan kepentingan kelompok-kelompok dominan (di mana

engineering dan social controf versi Roscoe Pound,
iri

Aturan-aturan dimaksud tetap berlaku berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar
1945. Tentang status dan peraturan tersebut dewasa ini, lihat: Soenaryati Hartono, ‘‘Perkembangan

Hukum Ekonomi Indonesia,” Makalah, dibawakan pada Kuliah Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum
Universitag Andalas, Padan

& 6 September 1989, him. 26 et seq.
Lihat catatan ka No, 1. :

19 .
Kebijakan atay Keputusan pemerint

. Soekanto, Penganiar Penelitian 1y,

Terkena Uapan Bung Karno, bah
Para yuris dy

lam mengikyii e
barangka) B per

ah terhitung sebagai salah satu aset hukum, Lihat Soetjono
kum, Jakarta; Ul Press, 1984,

Wa para sarjana huky

m tidak bisa diajak berevolusi. Kelambanan
kembangan m

: asyarakat atau keenganan mereka untuk berut;ﬂg

ndidikan hukum di masa Hindia Belanda, di mana tujuannya-ada :

Ma hukum, Dengan Perkataan lain, menciptakan petugas/yuris yang
stalus quo™ atay g

alam penafsiran Emerson: menciptakan j_ful'is Yinﬁ
Mo Wahjong oot - MENBI0AIKAN peranan mereka sebagai “missionaris”. Lihat baha
jono Pada Munas Imashj dj Malang, 1982, him. 4, dan Thomas I. Emerson,
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atasnamakan kepenti
(alaupun mengats pentingan umum, namyp terasa sebapy;
Keempat, kombinas; antara dominag BAL sarana peninas

. lemah).ZI ;

bagi Y08 . “kekuasaan .

akiut politik” dan masih kuatnya dogma Pembentukan bukum (vers?k:e]‘:m.f‘ dalam
Ukum adat) d;

pana hukum adalah apa yang ditetapkan o]}, fungsionaris (adar)y®

atu sisi kebijakan-kebijakan yang diambi oleh pemerintah dipanda rncn)febszkan pada
of the souverign®* atau hukum positif, dan pada sisi lainnya produk fe :‘Sisetb;gal c'omman.d
sdak lagi dievaluasi secara kritis oleh kelompok-kelom political po‘.:e ?Tp!r-hamplr
4an DPA, misalny2) ® Apa lagi oleh karena pemerintap, dimaksud adalah zzn?::n,“ya (DPR
terpilih secara konstitusional (dan bukan berkuasa kareng patologi kekUasZan Sr;n;arthi ):mﬁ
coup, pemberontakan, atau penjajahan), dan senantiasa mengatakap “siap n;elagcsanaz‘:n
UUD 1945 secara murni dan konsekuen”, maka tipislah keraguan bahwa mereka akan
menentukan kebijakan yang dilandasi itikad buryk.

Berdasarkan pertimbangan—pertimbangan di atas, khususnya yang terkait dengan

potensi dan gejala kemudaratan dan kemaslahatan kehadiran konglomerat dalam sistem

perekonomian Indonesial dan sikap-sikap kelompok-kelompok masyarakat (atau primat
kontrol atau primat proteksi) terhadap kehadiran dan kegiatan konglomerat tersebut: serta

kesamaan penggunaan tolok ukur normatif (UUD 1945) baik oleh kelompok yang menuduh
adanya penyimpangan aplikasi Pasal 33 UUD 1945 maupun oleh kelompok yang mengklaim
“melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konskeuen”, maka dapatlah diperkirakan bahwa
yang sebenarnya dibutuhkan adalah secara tegretis suatu pemikiran yang dapat
mengkonsiliasikan kutub-kutub opini yang bertentangan tersebut dan secara praksis, suatu
bentuk pengayoman hukum yang aspek-apseknya seimbang - yaitu melindungi potensi

dan gejala konglomerat yang bersifat konstruktif dan mengontrol potensi dan gejala
konglomerat yang bersifat destruktif,

“Law as A Force for Social Progres.” Bahan Tutorial S-2 U, Jakarta, 1989. N
Terkenal ucapan Robert Kennedy, “The poor man looks upon the law as anenemy no as a triend, lor

him the law is always taking sometthing away.” Lihat George F. Cole, Criminal Justice: Law and
Politics, California: Brooks-Cole Publishing Co., 1984, hlm. 4.

2

% Mengenai dominasi eksekutif dalam sistem kekuasaan di Indonesia, lihat t“;isan Dgr;.:zts Bla:::
dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto (eds)., Hukum dan PTrkﬂ;;) 2{1;?(1):: ;
Teks Sosiologi Hukum, Buku 11 Bab V1, Jakarta: Sinar Harapan, 1988, h m.w l- S ;949

% Lihat Bzn, Ter Haar, Beginselen en Stelsel van het Adatrecht, Jakarta: J.B. Wolters, g

u

- sartne H ita,
Pandangan berciri Austin ini dapat dibaca pada Saeliksno, Filsafat Hukum, Jokana: Pradnya Paramita
1981, hlm. 58-61.

is da di luar sistem
B Evaluasi kritis biasanya datang dari pihak iimuwan alan para yuris yang bera
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hirarki peraturad pcrudang-undnngan Kelsenian, sebagaimana digeq,
No. XX/MPRS/1966. maka semua ketentuan hukum ekopkan
a Pasal 33 UUD 1945, Secara tegas hal itu berar; s,nomi
ekonomi Indonesia harus dideduksikan dari Pasal 33 UUD 945 ‘;Imu'a
dapat bermuara pada penyimpangan hukum dasar dimaksud,.s asj)
lebih luas, fleksibilitas UuUD 1945 memungkinkan penerapan Pasal 33 Uup 7‘;2‘:

berdasarkan penafasiran yang berbeda dari penafsiran wet historisch belaka, sepan;
hasilnya tidak bertentangan dengan “suasand kebatinan”yang ada ketika UUD 1} ;ng
diformulasikan. Tipe penafsiran yang kedua ini memperoleh landasan terkokohnya da) 45
adigium lex populi supreme lex atau vox pupuli VOX dei (yang dalam istilah yang leta;n
konkret disebut sebagai “perasaan hukum rakyat”) atau sebaliknya pada ultimate ryje ;};

recognizing dan ultimate rule of obligation.”

Sesuai dengan
gtapan MPRS

datam Ket
arus didasarkan pad

Indonesia h
ketentuan hukum
penggunaan metode lain

IV. PENUTUP

Tegasnya dalam istilah metodologikal, idealisme (ius constituendum) yang inh
pada Pasat 33 UUD 1945 dapat disoroti dengan cara penafsiran wet historisch eren
memahami “suasana kebatinan” para formulator UUD 1945, mesti dilengkapi dllntuk
pandangan kotemporer dan pilihan-pilihan (politik perekonomian) yang bersifat kgnt ingan
- .scsuai dengan waktu, tempat, perkembangan masyarakat dan masalah-masal ; stual
dihadapinya - oleh karena itu, maka kriteria penentu bobot keseimbangan S yang
?mkum terhadap konglomerat tidak hanya mesti dikaitkan dengan deduksi fri _p:lnga}'oma-n
idea versi para formulator Pasal 33 UUD 1945, tetapi juga mesti dikaitkan glﬂ ecft)norm?
Kontekstual economic idea versi para aplikator Pasal 33 UUD 1945 dimak dengan induksi
dengan hakikat serta karakteristik-karakteristik konglomerat itu sendiri sud dententinye

ekonﬁili r;:]a;si;al:;wz:nyang ;)erlu dllfa:li adalah tentang eksistensi konglomerat dalam sistem
R yda f pacl a s_.a.tu §151, scc.ara yuridis-hirarkis, strukturnya bertumpu pada
i (ek, ! p.a a sisi lainnya didasarkan pada sikap masyarakat pada umumnya

sekutif) pada khususnya. Di sisi lain, permasalahan akhirnya adalah

penentuan keseimbangan penga
tersebut. pengayoman hukum terhadap kehadiran dan kegaitan konglomerat

kekuasaan,
i}

Lihat Krabbe dal
amLJ.v

Pracnya Paramits, 107, ha]r:n Ag;lldzorn, Pengantar lmu Hukim (terjemahan Oetarid Sadino), Jakaré:
lnd‘Hll!'Co‘ 1989, dan H, L.:;\ H&;r[ ﬂ; Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indones:'a’ Jakarta.
ggﬁ]]i:iﬂah “lex papuli” atau "‘vox 'puiéiﬁ:?r;ceir of Law, Oxford: Clarendon Press, 196! l;lm 97t
an pula dengan istilah “ulti erkonotasi aktif, “peras eSS, ,him. 2
berkonotasi adanya pclnklslzz::m\:.l \imate fule of recognizing sedz?:gelzx??ur:tlik;a: birkﬂp 3;?18 ot
yang terlepas dari masalah apakah rakyat se?ufurgtzf tidakg;tuju.
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